Menimbang :

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR %% TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

a. bahwa dalam penyelenggaraan = -pemerintahan, - -
pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah; mas;h:"
terdapat ketidakadilan gender sehingga diperlukan stz‘a‘tegif'i- B
pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, -
pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan-evaluasi: atas I

1.

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edafan R
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 'Nasjonal/ =

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan —Nasional,

Menteri keuangan, menteri Dalam Negeri dan. Menteri =
Pemberdayaan Perempuan dan Perimdungan Anak tanggal._ R S
1 Nopember 2012 Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor = =
SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379.A/SJ dan Nomor SE. = =
46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategl Nasmnai Percepatan____-_l”_-_ R
Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui- Perencanaan dan .
Penganggaran  yang  Responsif  Gender (PPRG),
diperlukannya Pedoman Pelaksanaan Pengamsutamaani{ A

Gender dalam Pembangunan Prov1n31 Kahmantan Barat,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaumana dimaksud. S il
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan -
Peraturan ~Gubernur tentang Pedoman = Pelaksanaan = -~ .
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provms1 R N

Kalimantan Barat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang'- e
Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, o0
Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaraj‘l_f T
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, . . .
Tambahan Lembaran Negara Repubhk indonesmf] R

Nomor 1106});




10.

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan“:-’- i

Konvensi  mengenai  Penghapusan Segala = Bentuk )

Diskriminasi Terhadap wanita (Lembaran: Negara Repubhk e _:. ;. :::
Indonesia Tahun 1984 -Nomor 29, Tambahan Lembaran"':.-_ ek

Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Konvensxg;'_, TR
ILO mengenai Dikriminasi dalam Pekerjaan :dan Jabatanf_ Sl
(Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun - 1999 nomor oo
57, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm e

Nomor 3836},

Undang-—Undang Nomor 39 Tahun 1999 tenta—mg I—Iak Asasy_ : : |
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun - =+
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nega_ra Repubhk';_;

Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang"g_:" 5 o
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ﬂﬁmbaran SO

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, |

Tambahan  Lembaran  Negara Repubhk Indonema‘f. ;::Z:l :

Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang--i:"".

Pembentukan Peraturan Perundang~Undangan (Lembaran“fﬁ

Negara Republik Indonesia. Tahun 2011 Nomor 82, __
Tambahan  Lembaran  Negara Repubhk In d_‘)ﬁ_esia"'f_“-j"5- Ty

Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ;
Pemerintahan Daerah sebagaimana: telah ditubah bebera,pa_ i

kali, dan terakhir dengan Undang~Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan - Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tghun' 2015 Nomor

58, Tambahan @ Lembaran Negara Repubhk indonesm__; -

Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negerl ‘Nomor 15 Tahun 2008: .
tentang Pedoman Umum' Pelaksanaan’ Pengarusutamaanf- '

Gender di Daerah sebagaimana - telah diubah = dengan

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 67 - Tahun.----.-QOIl-._._

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan'
Gender di Daerah; . :

Peraturan Menteri Dalam Negeri | Nomor 1 Tahun 2014'____';-.:5 i

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tcntang Susunan’-.'-' o

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Ks ‘Bar
sebagaimana telah diubah bebera apa kali. dan terakhir :

dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentangif
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah’ Nomor 10 Tahun

2008 tentang Susunan Orgamsasz Perangkat Daerahf;- =
Provinsi Kalimantan Barat ' (Lembaran . Dae1ah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun: 2014 - Nomor 9, ’I‘ambahanf;z-.
Lembaran Daerah Provinsi Kaiamantan Barat Nomor 7) o




Menetapkan :

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalmmtan Barat Nomorf-:_':_'::i_ .
5 Tahun 2013 tentang Rencana - Pembangunan Jal’lgkaf-”,:: ; i
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi . Kahmantan Barat . -
Tahun 2013 - 2018 ( Lembaran - Daerah vamsxf

Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5 )

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN’]’- i

PENGARUSUTAMAAN ~GENDER  DALAM pEMBANGUNAN”T_
PROVINSI KALIMANTAN BARAT. o

BABI e

KETENTUAN UMUM
Pasal 1 o e
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :
1. Pemermtah PI‘OVZI’ISI adalah Pemenntah Provms 1
2. Gubernur adalah Gubemur Kainnantan Barat

3. Pemerintah Kabupaten/Kota ‘adalah Pemerm‘cah Daerah_
Kabupaten/Kota di Provinsi Kahmantan Barat SRR

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya chsmgka"
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah ch lmgkungan -
Pemerintah Daerah Provinsi Kahmantan Barat e

5. Gender adalah konsep yang. mengacu pada peran—per" d:
tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi a
dan dapat berupa oIeh keadaan soszal dan masyarakat L

6. Pengarusutamaan Gender yang. selanmtnya disebut PUG

adalah strategi - yang ~dibangum - untuk mengmteg1 as'ka e
Gender menjadi satu chmenm mtegral dalam perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan pemantauan cian evaluasz _atas-"
kebijakan program Pembangunan’ Daerah - :

7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondzm bagl lak::—-iaiﬂ
dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan i
haknya sebagai -manusia, agar mampu berperan” . dan
berpartisipasi dalam proses pembangunan :

8. Keadilan Gender adalah suatu proses 1mtuk menjad1 adﬂ'.-.f_:
terhadap laki-laki dan perempuan.. - :

9. Analisis Gender ‘adalah analisis uni.uk mengldenuﬁkasx dan .
memahami  pembagian - kerja/peran - laki-laki: . dan
perempuaan, akses :Kontrol terhadeap sumber-sumber daya
pembangunan, partisipasi’ dalam  proses pembangunan
dan manfaal yang mereka- nﬂanau .pola. hubungan antara
laki-laki dan perempuan  yang  timpang yang di " dala
pelaksanaannya memperhatikan faktor lamnya sepert{ kel
sosial, ras dan suku bangsa. - . _ S




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Issu Gender adalah suatu kondzs1 yang menun_;ukkan'_;."{'_f

kesenjangan laki-laki dan perempuan atau  ketimpangan

gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaumana yaﬂg_ﬁ_ 5:_ ﬁ-:'_ '

dicita-citakan dengan kondisi gender sebagalmaﬂa adanya

Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan fasﬂztas
prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada 1ak1-1ak1' FEESHII R
karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan L

karena ia perempuan.

Perencanaan dan Penganggaran  Responsif Gender yang ittty
selan }utnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk -~
mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang. dilakukan
melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi,” kebutuhan’ e

potensi dan penyelesaian permasalahan gender

Anggaran Responsif Gender yang' selanjutnya dzsebut ARG
adalah anggaran yang respon - terhadap kebutuhan et
perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewugudkan T

kesetaraan dan keadilan gender.

Gender Budget Statement yang selan Jutnya dlsmgkat GBS Caen s
adalah dokumen yang mengmformasxkan suatu output*_’.-" o
kegiatan telah responsif gender terhadap issu gender yang
ada, dan atau suatu biaya telah: dzalokaszka;n pada output

kegiatan untuk menangamni permasalahan : kesenjangani_.' :
gender. - '

Focal Point Gender adalah aparatur SKPD yang mempunyaig-._-%}ﬁ* .

kemampuan untuk meiakukan pengarusutamaan gender C]i
unit Kerjanya masmg masing. _ A

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnyaf;_- :

disebut Pokja PUG adalah wadah  konsultasi bagi _para e
pelaksana dan penggerak pengarusutalnaan gencler d&'ﬂ:

berbagai instansi atau lembaga di daerah

Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang d}bentuk oleh

masyarakat - dalam rangka . - menumbuhkan dan
mengembangkan keswadayaan = atati kemandman;_*.-

masyarakat agar dapat meme’nuhi_ kebutuhan Serta

mencapai kehidupan yang . lebh . baik scsua; yang:
diharapkan. e i

BAB 11 o
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN .
Pasal 2 | |

Pengarusutamaan gender berazaskan pada peﬁghormatanf_;'_':'-5_':
terhadap harkat dan martabat manus1a _ i

Maksud pedoman peiaksanaa_n pengamsutamaan gender'_?_?_f :::_

adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah =

Daerah Provinsi dalam- penyelenggaraan pemermtahan,
pembangunan dan pelayanan maSyarakat ya;ng respon51
gender. _




©) Tujuan pedoman Pelaksanaan pengarusutamaan gender' e

a Memberikan pedoman bagi aparatur Pememntah Daerah S
Provinsi ‘dalam menyusun - strateg1 pengmtegras1an i
gender yang  dilakukan. melalui  perencanaan,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan,
program - dan keg1a‘tan pembangunan ch Provm51 e
Kalimantan Barat; : : e

b. Mem;uudkan perencanaan ‘yang respons1f gender.;_} :
melalui - pengintegrasian pengaiaman, o aspxram,'!. :
kebutuhan potensi- dan penyelesalan permasalahan
gender; _ .

c. Mewujudkan: kesetaraan dan keadﬁa,n Gender dalam_--:.: ':
kehidupan berkeiuarga berbangsa dan bernegara :

d. Mewu judkan pengeloiaan anggaran yang responszve:. o
gender; SRR

e. Memngkatkan Kesetaraan dan Keachian Gender sebagal
insan dan sumberdaya pembangunan S

f. Meningkatkan  peran- dan kema.ndarzan lembaga yang
menangam pemberdayaan perempuan L

_._BA_B”III S
RUANG -LINGKUP:'
Pasal 3
Ruang lingkup pedoman peiaksanaan pengamsutamaan ge:_n
dalam Peraturan Gubérnur ini- mehputi selurth perencanaan_

penyusunan, peiaksanaan pemantauan. dan . ‘evaluasi’ ate
kebijakan, program dan kegxatan Pembangunan ch Provmsz o

BAB‘_ v |
KEWAJIBAN

' Pasél 4.

Menengah Daerah (RPJMD) Proval Kalnnan
tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

(2) Kewajiban sebaga_tmana dlmaksud pada a’yat ( ) ;
melibatkan urisur masyarakat. B T

Pasal 5
Lembaga Non Pemerintah: dapat ﬂ{ut

Pengarusutamaan Gender dan berﬁmgsz sebagél mltr kerja
dalam pelaksanaan pembangunan daerah BRI -




. BABV . . o
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

. Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

(1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun kebl_}akan, R
program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender =
dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan ‘Jangka =
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, ‘Rencana Kegiatan = 0
Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategls SKPD Chenie

dan Rencana Kerja SKPD.

(2) Penyusunan : kebijakan, pi‘ogfam dan keglatan Yang_i_ :'}'.'
responsif gender sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) ; :.- -

dilakukan melaim analisis gender. -

Pasal 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah -_
(RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD}, Renstta o

SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang Respensﬁ--ﬁf_
Gender sebagaimana dimaksud dalam. Pasal’ 4 ‘ayat (1)
dikoordinir oleh Badan Perencanaan - Pembangunan Daerah o
Provinsi Kalimantan Barat. . o

Pasal 8

(1) Dalam melakukan analisis’ gender sebagazmana dlmaks_ud-i

dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode alur .
kerja analisis' gender analysis Pathway (GAP) atau "metode S

analisis lain. -

(2) Analisis gender terhadap rencana keij;a dan aﬂggaran SKPD :
dilakukan oleh masing-masing SKPD : S

{3) Pelaksanaan . -analisis gender terhadap Rencana-f”
Pembangunarn Jangka Menengah Daerah (RPJMD), F?.enstra
SKPD, Rencana kerja SKPD dan ‘anggaran SKPD dapat
bekerjasama’ dengan lembaga Perguruan nggl atau p1hak. -_
lain yang memiliki kapasitas- dlbzdangnya S

(4) Hasil analisis gender tersebut g d1tuangkan dalam:f"_;-.:_-__
penyusunan GBS. _ :

(5) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadt_é,'_
dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegxatan dan -
merupakan  bagian -yang tldak terplsahkan dengan-‘f-
dokumen RKA/DPA SKPD ' S

‘Bagian Kedua -
Pelaksanaan

(1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaanPUG




2

(3

Dalam pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagalmanaf A

dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil' Gubenlur :

Gubernur menetapkan SKPD yang e dang1 tugas-: ::_.
pemberdayaan perempuan sebagai . Koordmator L

penyelenggaraan PUG.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG di Provai
Kalimantan Barat melalii Perencanaan Penganggaran-_g S ﬁ'_*ﬁff

Responsif Gender dilakukan :

a. membentuk Pokja PUG dengan Keputusan Gubernur

b.Seluruh  SKPD  membentuk ~Focal  Point denga_ri__"_f o

Keputusan Kepala SKPD.

c. Tugas Pokja PUG dan Focal Point Sebagalmana sl
dimaksud pada huruf a dan huaruf © berpedoman-pada: o
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun: 2011-.-'_-’-"_3::_- S
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di daerah.

d. Membentuk - Forum Data Gender dengan Keputusan. i
Gubernur, yang beranggotakan seluruh ‘anggota Pokja- - -
PUG yang diketuai oleh Badan = Pemberdayaan =
Perempuan dan Keluarga Berencana Prov1n31 Kallmantan:_”f -

Barat.

e. Menetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [
Provinsi Kalimantan Barat, Badan - Pemberdayaan_; e e

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengelolaan Keuangan--_:'_ﬁ..---.'.-:_-:]: i e
dan Aset Daerah Provinsi ~Kalimantan Barat  dan =
Inspektorat : Provinsi Kalimantan Barat sebagal SKPD e

Penggerak PPRG.

f. Menyusun Rencana Aksi Daersh PUG d1 Provm31 yang

memuat:

1) PUG dalam peraturan peruﬂdangﬁuﬂdangan d1 5;'*

daerah;
2) PUG dalam siklus pembanguinan. daerah

3) Penguatan kelembagaan PUG = di daerah dan - :_::

4) Penguatan peran serta masyarakat di daerah

RBAB VI
KERJASAMA
Pasal 10

Pemerintah Provinsi dalam upaya melaksanakan PUG

dapat melakukan kerjasama dengan daerah- lain, plhak;f- i
ketiga, Lembaga atau Pemeriritah Daerah di- Lar Negeri .-
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan i

Pasal 11

Setiap orang, kelompok, —organisasi masyarakat dall" o
Lembaga Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagal_:: e

kegiatan PUG.




Pasal 12

Pimpinan SKPD melakukan pemantauan dan’ evaluasi; = -
kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan PUG padaf. SRLatas B

setiap SKPD yang dipimpinnya.
Pasal 13

SKPD melaporkan pelaksanaan PUG ke’pada. Guberﬁuf 5- L
secara berkala tetap 6 (enam) -bulan sekali dengan.
tembusan kepada ketua Pokja PUG dan Sekretans pada'ﬂ Sk

Sekretariat PPRG.

Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) _m_e_h_puhf S

a. Pelaksanaan program dan kegiatan;

b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegzatan o s

c. Sasaran keg1atan

d. Penggunaan anggaran yang ber sumbel dan APBN
APBD atau sumber lain;

e. Permasalahan yang dihadapi, dan
f. Upaya yang telah dilakukan.

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana: dunaksud dalam :

pasal 13, Kepala Badan Perencanaan Pemb

Daerah Provinsi Kalimantan - Barat- selaku Ketua Polga‘
melakukan pemantauan ‘dan evaluasi  secara makio -

terhadap pelaksanaan PUG- beldasarkan RPJMD Renstra;"". o '
SKPD dan rencana kerja -SKPD. ' i

(2) Pemantauan dan evaluasi. pelaksanaan PUG dﬂakukan_'-;"":% o
sebelum - diadakannya . penyusunan program atau_:-'-

kegiatan tahun berikutnya.

(3) Hasil evaluasi pelaksanaan: PUG men}adl bahanf’-
masukan dalam penyustunan kebi jakan, proglam dan

kegiatan tahun mendatang.

BAB VII . S
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN o
Pasal 15

Dalam melaksanakan = pengendalian dan pengawasan;;_--*’:
PPRG, Kepala Badan Peréncanaan - Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan- Pengelolaan'
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi' Kahmantan Barat
Inspektorat Provinsi Kahmantan Barat ‘dan- Kepala ‘Badan
Pemberdayaan Perempuan - Perhndungan Anak. dan

Keluarga Berencana - Provinsi Kalimantan Barat. selaku-f e

Tim Penggerak PPRG, berwenang untuk melakukan

8




!

a. Pengendalian terhadap pelaksanaan PUG  dengan

memantau  dan  mengevaluast  atas  pelaksanaan
kebijakan, Program dan kegiatan yang responsif gender
untuk mengetahui perkembangan dan hambatan serta
capaian Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender yang
dilakukan secara berkala atau 6 (enam) bulan sekali.

b. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan PUG  yang
merupakan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan yang responsif gender dilaksanakan oleh
Ketua Pokja PUG secara berkala atau 1 (satu) tahun
sekali.

PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal.....7..0.

i

' GUBERNUR KALIM

ANTAN BARAT,

Diundangkan di Pontianak

Pada tanggal

............................

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR .......




ng@ﬁéahan t@rhaﬁap pelaksanaaﬁ PU@# dengan
memantau  dan  fhengévaluasi - atas’ pelaksanden . o0 0o
kebijakan; ?mgmm dan. k@giatan yang resp{msﬁ' gender
untuk mengetahul perkembangsn dan hambatan serta o

capaian Pelaksanaan Anggaran. R%p@nsﬁ’ Geﬁder ya.ng":__’ LN AL o
dilakulan - secara "memala ateli 6 (@namg bu%&ﬁ sek:alL S Ee

b. Pengawasan i@rh&d@p p@iaksanaan %’UG: ymg G
mempakan hasil peiaksmam Tebi _}akan, pi"m@r&m damy o
kegiatan . yang - responsif. ‘gender - dilaksanakan oleh
Ketua ?akja PUG secara ber é{a}a atau 1 {sam} tahun '_ S
sekali, S

_ PENUTUF
Pagal 17

Peraturan Gub@muf ini muiaz bﬁfi@k‘u @ada tangga};

dzundangm ]
Agar setiap  orang mengetahmﬁyag _m@mermtahkan'
gengtmdangajn Peramran G&‘hemur o dengan

peﬁemp&tannya dalam_ Beﬁ’zta

' E}aerah Pre:wmsz

CORNEL

Ditndangkan di Pontianak L
Pada tanggal  ccvrirvenrciiinniennnnn. _

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

M., ZEET HAMDY ASS@WE

© BERITA DAERAH PROVINEL MMN’E‘AN EAM’E‘ T&m 2015 NGM@R -




